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ABSTRAK

Dalam konteks Indonesia, terdapat tiga sistem hukum yang ada
ditengah masyarakat Indonesia yaitu hukum positif, hukum Islam dan Hukum
Adat, yang dalam perkembangannya memunculkan berbagai macam teori
mengenai pergumulan tentang bagaimana ketiga sistem hukum tersebut
berinteraksi ditengah-tengah sosio masyarakat Indonesia. Adanya eksistensi
berbagai sistem hukum tersebut merupakan bentuk perwujudan terdapatnya
pluralisme hukum di Indonesia. Eksistensi dari berbagai hukum tersebut
senyatanya sangat berkaitan erat dengan isi konstitusinya (UUD). Dengan arti
lain, UUD sebagai dasar hukum Negara sudah barang tentu merupakan landasan
materiil yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak boleh ada yang menyalahinya.
Dari latar belakang ini menjadi sangat menarik untuk dikaji bagaimana
konfigurasi UUD sebagai dasar hukum Negara ditinjau melalui perspektif
pluralisme hukum dengan perbandingan antara hukum Tata Negara Indonesia dan
hukum Islam sebagai salah satu Agama yang dianut oleh mayoritas bangsa
Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
pustaka dengan terfokus pada deskriptif komparatif. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan sosio-historis dan normatif dengan menjelaskan masalah yang
dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku di Indonesia sebagai upaya
penegasan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif melalui
analisa deduksi dan komparasi. Dalam hal ini analisa UUD 1945 sebagai dasar
hukum Negara tinjauan aspek pluralisme hukum. Sementara komparasi
dimaksudkan untuk membandingkan kajian masalah tersebut antara perspektif
hukum Tata Negara Indsonesia dan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa muatan dari pokok-pokok
pikiran Undang-Undang Dasar 1945 disadari ataupun tidak, senyatanya telah
memperkokoh perlindungan dan pengayoman terhadap eksistensi pluralisme
hukum di Indonesia. Hal ini terdapat juga dalam prinsip-prinsip yang ada dalam
Islam, misalnya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam Konstitusi
Madinah (Sahifah al-Madinah). Jika dilihat dari sudut nilai dan etikanya
konstitusi Madinah tersebut menjunjung tinggi masyarakat partisipatif dan
egaliter, dengan ciri utamanya yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
tanpa diskriminasi baik muslim, Yahudi maupun Nasrani.

Kemudian, terdapat persamaan diantara keduanya antara lain dalam hal
melihat realitas masyarakat sama-sama berupaya memahami realitas pluralisme
sebagai suatu kondisi nyata, serta menjadikan UUD sebagai salah satu instrumen
social control dan social engineering. Adapun perbedaannya yaitu mengenai
diskursus relasi antara Islam dengan demokrasi sebagai suatu model sistem
politik. Spirit UUD sebagai suatu manifestasi konstitusi modern sangat anti sekali
dengan diskriminasi macam apapun terhadap warga Negara termasuk diskriminasi
atas nama Agama. Berbeda halnya dengan ajaran yang ada dalam Islam, HAM
memilki batasan yaitu sepanjang masih sesuai dengan apa yang terdapat dalam
norma Agama. Lebih dari pada itu, secara teologis dikarenakan hukum Islam
bersumber pada wahyu (sakral) oleh karenanya eksistensinya bersifat statis dan
tidak bisa diganggu gugat, berbeda halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945
yang merupakan buatan manusia (profan) yang tentunya akan selalu terikat oleh
ruang dan waktu sehingga bersifat dinamis.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
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A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Nama
| Alif | Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
o ba’ B b2
& ta’ T te
(el sa § es (dengan titik di atas)
r h H Ha (dengan titik di bawah)
E Kha’ kh ka dan ha
3 Dal D i
3 zal 2 ze (dengan titik di atas)
‘) l'a’ R er
LM Sin S es
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1 78’ z zet (dengan titik di
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3 Waw w w
° ha’ h ha
Hamz ¢
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap
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C. Ta’Marbutah di akhir kata
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(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai perwujudan dari sebuah Negara hukum (rechstaat) sudah
seyogyanya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki aturan-aturan
dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang bisa mengatur baik secara fungsi
dan struktural antara rakyat dan Negara (dalam konteks kehidupan bernegara)
maupun dalam sistem pemerintahannya sebagai ciri dari konfigurasi Negara
modern. Dalam ilmu ketatanegaraan modern aturan-aturan dasar ini biasa
dikenal dengan istilah konstitusi. Adapun Konstitusi' Negara Kesatuan
republik Indonesia dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945.>

Semenjak Jepang menjanjikan untuk memberikan kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia, para tokoh nasional pada waktu itu mulai memikirkan
secara serius untuk merumuskan dasar Negara baik dalam ranah ideologi
maupun konstitusi. Hal ini bisa dibuktikan melalui terbentuknya badan

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau

! 'Menurut pendapat sebagian para sarjana hukum maupun ilmu politik, bahwa

pemaknaan Undang-undang sebagai wujud dari konstitusi sebenarnya kurang begitu tepat.
Pemaknaan Konstitusi secara subtantif disamping bersifat yuridis juga bersifat sosiologis dan
politis. Berbeda halnya dengan eksistensi undang-undang yang merupakan bagian dari
konstitusi (die geschreiben veerfassung) dengan kata lain lebih tepat undang-undang
merupakan konstitusi yang tertulis. Lihat dalam Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak
Asasi Manusia & Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 89-91.
bandingkan C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia I,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 56-64. lihat juga Moh. Mahfud MD, Dasar dan
Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm. 71-72.
Selanjutnya penyusun akan menggunakan kata konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar
1945 secara bergantian.

? Untuk memudahkan penulisan selanjutnya disingkat dengan UUD 45



dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah Dokirotsu Zyunbi Tyoosakai yang
terdiri dari perwakilan lima wilayah.’

Akan tetapi konstelasi dalam upaya perumusan dasar Negara yang
dilakukan oleh para tokoh nasional tersebut faktanya mengalami perjalanan
yang berkelok dan dialektis. Hal ini ditandai dengan terbentuknya berbagai
kubu seperti nasionalis sekuler yang menghendaki pengadopsian sistem
hukum Negara modern yang bersifat positivistik dengan nasionalis Islam yang
cenderung normatif religius dengan berlandaskan terhadap realitas historis
yang bersandar pada dominasi penduduk muslim bangsa Indonesia pada
waktu itu secara kuantitas.*

Salah satu pemicu terjadinya perdebatan dialektis tersebut antara lain
isu sentral mengenai legitimasi ideologi Negara yang bercorak integralistik
dengan landasan historis bangsa Indonesia sebagai bangsa yang plural.’ Hal
ini pun berpengaruh terhadap perdebatan wacana konstitusi Khususnya
mengenai konsep pluralisme hukum. Tegasnya, berdasarkan atas pandangan
jati diri bangsa yang plural, majemuk, dan heterogen ini paradigma keutuhan
dan persatuan rakyat Indonesia yang berdaulat haruslah menjadi konsideran

utama dalam merumuskan konstitusi.

3 Dahlan Taib dkk. Teori dan Hukum Konstitusi, cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004), hlm. 88. Selanjutnya, Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia..., hlm. 96, Lihat juga, Wawan Tunggul Alam, Pertentangan Soekarno dan Hatta
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 153

* lihat. Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan
Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, alih bahasa Inyiak Ridwan Muzir, (Jakarta: Pustaka
Alvabet, 2008), hlm. 226-245.

5 Ratno menegaskan kepluralan ini bisa dilahat antara lain dalam aspek budaya dan
tradisi, bahkan berbagai kepercayaan dan golongan agama yang tersebar diseluruh nusantara.
Lihat. /bid..., hlm.230-236



Dengan dasar ini diharapkan konstitusi Negara yang dianut oleh
bangsa Indonesia dapat mengakomodir dan mewakili berbagai kelompok
ataupun golongan yang terdapat di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, wacana
kemajemukan, kesatuan, demokrasi, Islam dan nasionalisme inilah yang
menjadi perdebatan dialektis para tokoh nasional dalam upaya merumuskan

konstitusi sebagai dasar Negara hukum pada waktu itu.

. Pokok Masalah.

Dari uraian di atas yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
Negara ditinjau melalui perspektif pluralisme hukum menurut hukum
Islam dan hukum Tata Negara?

2. Apa persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai dasar hukum nasional ditinjau melalui aspek

pluralisme hukum menurut hukum Islam dan hukum Tata Negara?

Dari dua pokok masalah di atas diharapkan dapat mewakili (cover)
dari beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di samping itu

juga berguna untuk memperjelas arah penelitian yang dimaksud.



C. Tujuan dan Kegunaan.

Skripsi ini dibuat bertujuan antara lain:

1.

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tajam tentang
kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum
Negara ditinjau melalui aspek pluralisme hukum menurut hukum
Islam dan hukum Tata Negara.

Untuk mendapatkan uraian jelas mengenai persamaan dan
perbedaannya tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945
sebagai dasar hukum Negara jika ditinjau melalui aspek pluralisme

hukum menurut hukum Islam dan hukum Tata Negara

Adapun dari penulisan ini diharapkan dapat diambil beberapa manfaat

atau kegunaan, di antaranya:

ls

Secara akedemis yaitu untuk perkembangan ilmu pengetahuan
dengan wujud memberikan kontribusi pemikiran, terkhusus
dibidang hukum ketatanegaraan Indonesia dan ilmu politik .

secara umum jika dilhat dari pendekatan soiologi hukum
diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran terkhusus
mengenai kajian konstitusi dan konsep pluralisme hukum di
Indonesia sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya

penelitian yang lain.



D. Telaah Pustaka.

Terdapat banyak buku atau karya ilmiah yang membahas diseputar
kajian konstitusi sebagai dasar hukum terkhusus dalam ilmu ketatanegaraan.
Akan tetapi jarang sekali ditemukan kajian perbandingannya antara perspektif
hukum Islam dan hukum positif mengenai wacana diskursus di atas.

Dahlan Taib, Jazim Hamidi dan Ni’'matul Huda menulis buku yang
berjudul Teori dan Hukum Konstitusi. Buku ini mengkaji diseputar konstitusi
ataupun Undang-undang Dasar dalam perspektif ilmu hukum ketatanegaraan
secara teoritis dan konfigurasi kontitusi yang terdapat di Indonesia.’

Buku yang berjudul Hukum Tata Negara Republik Indonesia I, karya
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil’ merupakan buku teks di kalangan
akademisi yang concern dalam bidang hukum, pemerintahan dan sosial
politik. Buku ini secara sistemik memaparkan diseputar ilmu ketatanegaraan
diawali pembahasan hukum tata Negara secara historis sampai dengan bentuk
ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi dalam buku ini tidak ditemukan
pembahasan mengenai konstitusi sebagai dasar hukum nasional tinjauan atas
aspek pluralisme hukum di Indonesia. Dan juga tidak membahas studi

perbandingannya antara prespektif hukum Islam dan hukum positif.

% Dahlan Taib dkk. Teori dan Hukum Konstitusi, cet. TV (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2004)

7 C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia I,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000)



Disamping itu, buku yang berjudul Pengantar llmu Hukum dan Tata
hukum Indonesia, juga karangan C.S.T. Kansil.® Buku ini merupakan buku
yang sangat familiar dikalangan akademisi hukum dan juga merupakan buku
pegangan para mahasiswa hukum. Kajian pembahasan buku ini lebih menitik
beratkan pada pembahasan ilmu hukum dan tata hukumnya. Pembahasan
tentang konstitusi disinggung secara garis besarnya saja disamping itu juga
tidak ditermukan bahasan mengenai studi perbandingannya antara prespektif
hukum Islam dan hukum positif.

Selanjutnya buku karangan Soehino yang berjudul Hukum Tata
Negara Sejarah Ketatanegaraan Indonesia.” Fokus kajian buku ini, sesuai
dengan judulnya membahas secara terperinci dan sistematis dimulai sejarah
berdirinya Negara Indonesia, kemudian sejarah  Konstitusi dan
perkembangannya. Akan tetapi dalam buku ini pun kajian mengenai
pluralisme hukum dan studi perbandingannya antara hukum Islam dan hukum
positif tidak ditemukan.

Kemudian buku yang berjudul FEklektisisme Hukum Nasional;
Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum.'’ Di dalamnya mengkaji
mengenai adanya proses eklektisisme antara hukum Islam dan Hukum Positif

dan keduanya saling berkompetisi menuju upaya membangun sebuah hukum

¥ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. 8 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989)

? Soehino, Hukum Tata Negara, Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta:
Liberty, 1992)

10 A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional;Kompetisi Antara Hukum Islam
dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2002)



yang khas Indonesia tegasnya hukum nasional. Dalam bukunya tersebut ia
mengusulkan adanya bangunan ilmu hukum khas Indonesia (Indonesian

Jurisprudence).

Kemudian buku yang berjudul Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
dalm Konstitusi Madinah dan UUD 1945 karangan Muhammad Alim."" Buku
yang aslinya hasil tesis penulis (M. Alim) tersebut mengkaji menenai wacana
demokrasi dan hak asasi manusia terkhusus dibidang ketatanegaraan modern,
tinjauan perbandingan antara konsep yang terdapat dalam piagam madinah
dengan UUD 1945. Dilihat dari kesimpulan yang dipaparkan dalam buku
tersebut hanya memuat persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah

dengan UUD 1945.

Adapun literatur yang bersumber dari penelitian ilmiah dilingkungan
civitas akademika seperti skripsi, penyusun belum menemukan yang fokus
kajiannya satu variable dengan penelitian yang penyusun lakukan. Akan tetapi
terdapat banyak skripsi yang mengkaji diseputar relasi Islam dan Negara
terkhusus Indonesia dengan fokus kajian tinjauan aspek politik Islam. Seperti
karya Ahmad Anfasul Marom yang berjudul Diskurusus Pemikiran Politik
Islam di Indonesia; Studi Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid

tentang Relasi Islam dan Negara."

"' Muhammad Alim, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah
dan UUD 1945, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

12 Ahmad Anfasul Marom, Diskurusus Pemikiran Politik Islam di Indonesia; Studi
Pemikiran M. Natsir dan Abdurrahman Wahid tentang Relasi Islam dan Negara, skripsi tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.



E. Kerangka Teoritis.
1. Definisi Hukum

Pendefinisian hukum sampai saat ini dikalangan para pakar hukum
(terkhusus para sarjana hukum positif) masih menjadi perdebatan. Kant
menyatakan bahwa tidak ada seorang ahli hukum pun yang mampu
mendefinisikan hukum secara pasti (Noch Suchen die juristen eine definition
zu ihrem begriffe von recht)." Menurut Lord Lloyd hal ini dikarenakan betapa
sulitnya para sarjana hukum untuk mendefinisikan hukum yang bisa diterima
secara universal, mengetahui hakikatnya dan batasan ruang lingkup definisi
hukum itu sendiri.'* Oleh karenanya para sarjana hukum dalam tulisan-
tulisanya kebanyakan tidak menyertakan suatu definisi tentang hukum itu
sendiri."”

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, menurut Ratno, hukum Islam
pada dasarnya merupakan pengertian yang diderivasikan dari keyakinan
atupun kepercayaan terhadap Islam sebagai agama yang mengatur duniawi
dan ukhrowi umatnya.'® Oleh karenanya posisi hukum disamping bersifat
horizontal juga vertikal, dengan arti lain disamping sebagai konsideran juga

memiliki pertanggung jawaban terhadap Tuhan Sang Pencipta.

18 Dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum,
(Bandung: Mandr Maju, 2002), hlm. 38

' 1bid., hlm. 39

'S Misalnya literature-literatur pengantar hukum seperti karya Apeldoorn, Gustav
Radbruch, Lemaire dan banyak lagi yang lainnya. Lihat. /bid. hlm. 38-40. Bandingkan,

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum..., hlm. 34-35

e Lihat, Ratno Lukito, Tradisi Hukum..., hlm. 83-104



2. Hukum Positif

Positivisme hukum merupakan salah satu konfigurasi dari berbagai
macam aliran teori mengenai hukum.'’ Dalam perkembangannya dikenal dua
sub-aliran yakni: %

(1) Aliran hukum positif analitis, tokohnya yaitu John Austin

(2) Aliran Hukum Positif Murni, tokohnya yaitu Hans Kelsen

Aliran hukum positif analitis mendefinisikan hukum sebagai suatu
perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (a command of the
lawgiver). Adapun berbagai unsur penting yang bisa mengidentifikasikan
bahwa sesuatu termasuk hukum menurut aliran ini antara lain adanya perintah,
sanksi, kewajiban dan kedaulatan."’

Ajaran aliran ini tidak memasukkan kaidah moral seperti ajaran baik
buruk sebagai sebuah penilaian hukum, karena kaidah moral jika dilihat dari
segi yuridisnya tidaklah begitu berarti bagi perkembangan hukum meskipun
pengaruhnya ada pada realita masyarakat, hakikat hukum semata-mata
hanyalah sebuah perintah dari regulator yang berdaulat dalam hal ini yaitu

pemerintah atau penguasa.’’

' Adapun aliran yang lainnya seperti: Aliran hukum Alam, Utilitarianisme, mazhab
sejarah, Aliran sociological jurisprudence, dan realisme hukum. Lihat. /bid., hlm. 50-67.
bandingkan C.S.T. Kansil, Pengantar Illmu Hukum..., hlm. 59-63

'® Ibid. hlm. 56

" Ibid.

20 Ibid hlm. 57
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Sedangkan ajaran-ajaran dasar menurut teori hukum murni yang

dipelopori kelsen, antara lain:*'

a.

Tujuan teori hukum ialah untuk meningkatkan kesatuan (unity) dan
mengurangi kekalutan

Teori hukum merupakan produk ilmu bukan difahami sebagai
suatu kehendak atupun keinginan

Sebagai bentuk teori yang meliputi kajian norma, teori hukum
tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma hukumnya
Teori hukum haruslah berbentuk formal, tegasnya suatu teori yang
berisi tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut
jalan atau pola spesifiknya.teori hukum berhubungan dengan
sistem hukum positif tertentu seperti antara hukum yang mungkin

dan hukum yang mungkin ada

Dari ajaran-ajaran kelsen tersebut aliran ini dikenal dengan aliran

hukum posistif murni, karena aliran ini memposisikan hukum sebagaimana

adanya tidak dicampur adukkan dengan permasalahan etika, politis, sejarah

sosiologis dan lain sebagainya. Aliran ini memposisikan hukum dengan ‘apa

hukumnya’ bukan ‘bagaimana hukum seharusnya’.>

2

a1

Penyusun mengambil uraian menurut Friedmann yang dikutip ulang oleh Lili

Rasjidi. Lihat. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat..., hlm. 59

2 Ibid.
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3. Hukum Islam

Para sarjana hukum Islam (ulama) memposisikan hukum dalam Islam
bukan hanya sebagai social engineering dan social control an sich (profan),
lebih dari itu, hukum dalam Islam merupakan hasil dari proses emanasi
manusia terhadap kehendak Tuhan (sakral). Oleh karenanya hukum dalam
Islam berhubungan erat dengan ranah teologis disamping wujud
pengejawantahan seorang hamba menjalankan keberagamaannya secara utuh
dan absolut (kaffah).”

Secara teoritis, umat Islam meyakini bahwasannya hukum Islam
merupakan sebuah takdir (destiny) dalam mengatur semua aspek kehidupan
manusia karena Tuhan telah menunjukkan jalan yang lurus untuk dijadikan
pedoman oleh manusia. Bentuknya yaitu dengan berpegang teguh pada apa
yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul-Nya.** Hal ini antara lain

disandarkan pada ayat-ayat alqur’an sebagai berikut:
25y gallal) an il U il J 3 Lay oSy ol (e g
058 O 1yl al gy Aol uad 13) Aia g 5 Ga sl IS Ly

26line Sl w38 4l g )y il Gamy (a5 p 3l (1 Bl agd

2 Ratno Lukito dalam bukunya Hukum Sakral dan Hukum Sekuler juga bukunya
yang lain berjudul Tradisi Hukum Indonesia memaparkan secara mendetail mengenai dasar
hukum dalam Islam dan dialektika antara kehendak Tuhan (sakral) dengan interpretasi
manusia (ijtihad) dalam menafsirkan teks suci. Lihat, Ratno Lukito, Tradisi Hukum..., hlm.
83-104, lihat juga Ratno Lukito, Hukum Sakral..., hlm. 73-87.

 Al-an’am (6): 38 dan Al-nahl (16): 89
3 (3S. Al-Maidah (5): 45

26 3S. Al-Ahzab (33): 36



1%

oleh sebab itu secara tersurat dan teoritis dari ayat tersebut diatas
(meskipun terkesan mensimplifikasi) umat Islam diharuskan (wajib)
mengambil sumber hukum terhadap apa yang diturunkan Allah dan mengikuti
rasul-Nya. Karena pada hakekatnya Muhammad sebagai utusan yang
membawa wahyu Tuhan (rasulullah) juga sebagai rahmat untuk sekalian
alam.”’

Dari kedua sumber inilah (al-Qur’an dan sunnah rasul) premis teologis
yang menyatakan bahwasannya kedudukan agama adan Negara tidak dapat
dipisahkan. Oleh karenanya hubungan antar manusia (habl/ min al-nas)
berkaitan erat (kesatuan organik) dengan  hubungan manusia dengan
Tuhannya (habl min Allah). Tegasnya, dalam Islam semua aspek kehidupan
manusia telah diatur sedemikian rupa schingga Islam bersifat lentur dan
fleksibel untuk setiap masa dan tempat (salihun Ii kulli zaman wa makan).*®

Pada masa awal Islam (masa rasulullah), pengejawantahan hukum
dalam ranah aplikatif berdialektika dengan realitas sosial tidaklah mengalami
kendala apapun. Hal ini karena umat pada waktu itu bisa langsung
menanyakannya kepada rasulullah sebagai pemegang otoritas yang bisa

menginterpretasikan wahyu tuhan yang sakral itu. Namun setelah wafatnya

beliau (rasulullah), para sahabat menghadapi berbagai persoalan baru dan

7 Al-Anbiya (21): 107

® Menurut Ratno lukito ayat al-Qur’an yang mengandung doktrin hukum, terdapat
sekitar 80 dari lima ratusan ayat-ayat hukum yang bisa dikategorikan sebagai kode hukum jika
diperbandingkan dengan prespektif teori hukum yang difahami dalam teori hukum barat,
Ratno mendasarkan urainnya pada buku Tahir Mahmud yang berjudul Law in the Qur'an.
Lihat. Ratno Lukito, Tradisi Hukum..., hlm, 94-95. sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf
terdapat sekitar 340 ayat dan kurang lebih 4500 hadis. Ia mengutip ulang dari kitab /' /amul/
Muwagi'In karya Imam Ibnu Qayyim. Lihat, Abdul Wahab Khallaf, Perkembangan Sejarah
Hukum Islam, alih bahasa Ahyar Aminudin, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 31-32.
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lebih kompleks. Hal ini disebabkan disamping semakin bertambahnya orang
yang memeluk Islam juga ekspansi wilayah yang terlampau luas sehingga
terkumpul realitas sosial budaya masyarakat yang heterogen.

Demikian juga pada masa selanjutnya (seperti masa tabi’in dan masa
tabi’ut tabiin). Pengambilan dasar hukum terhadap teks normatif yang bersifat
sakral tersebut sebagai konsideran tidak lagi bersifat sederhana jika tidak
dibilang begitu kompleks. Dialektika antara teks dan konteks tersebut
berujung pada keberagaman kesimpulan premis yang dilontarkan oleh para
ahli hukum disetiap masa dan tempat yang berbeda. Realitas historis ini pada
tahap selanjutnya menciptakan berbagai faham dari para ahli hukum yang
mengkristal menjadi berbagai kelompok aliran yang dikenal dengan istilah
mazhab.

Hal ini berimplikasi pada berkembangnya teori pembentukan hukum
Islam yang dikenal dengan istilah ushul figh, yaitu suatu ilmu tentang berbagai
kaidah (norma ataupun aturan) dan kajian yang menjadi acuan dalam
penetapan hukum syari’at tentang semua perbuatan manusia yang berdasar
pada dalil-dalil terperinci.”’ Menurut Sacht yang ditegaskan kembali oleh

Minhaji, peletak dasar ilmu ini yaitu Imam Syafi’i.”’

2 Abdul Wahab Khallaf, ‘Z/m Ushul Figh, cet. Ke-12, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978),
hlm. 12

30 Argumen Scacht didasarkan pada kitab ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Adapun
pernyataan dari sebagian para pakar sejarah yang mengatakan Abu Yusuf adalah orang
pertama yang mensistematiskan teori pembentukan hukum Islam sukar dibuktikan
keotentikannya karena lemahnya literatur-literatur klasik yang bisa menunjukkan hal tersebut.
Baca Akhmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam,; Kontribusi Josep Scach, alih
bahasa Ali Masrur, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 15-23.
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Pada akhirnya, dalil-dalil syar’iyah tersebut mengejawantah kepada
corak yang beragam dalam upaya pembentukan hukum Islam (istinba),
secara konvensional para ulama mengkategorikannya sebagai proses ijtihadi,
seperti [stihsan, Maslahah Mursalah, ‘Urf, Istishab, Syar’u man gqablana,
mazhab sahabat dan lain sebagainya:’'

Jaih Mubarok memetakan proses ijtihadi kedalam tiga bagian. Pertama
ijtihad bayani yang berarti penjelsan dan penafsiran para ulama terhadap teks
al-Qur’an dan Sunnah. Kedua Ijtihad giyasi yang berarti penjelasan dan
penafsiran para ulama dengan memakai metode inferensi. Terakhir ijtihad
istislahi yang dimaksudkan kepada proses ijtihad para ulama dengan sandaran
tujuan perolehan kemanfaatan dan penolakan terhadap kesusahan (madarat)
yang memang sejatinya merupakan salah satu esensi tujuan hukum Islam.*

Jaih menambahkan yang disebut kedua terakhir (ijtihad giyasi dan
jtihad istislahi) biasa dikenal dengan ijtihad bi al-ra’y. sedangkan ijtihad

bayani meskipun merupakan produk ijtihad akan tetapi ra'yi (akal) hanya

3! Lihat dalam Abdul Wahab Khallaf, ‘7/m Ushul.., hlm. 20-94, bandingkan dengan
Achmad El Ghandur, Perspektif Hukum Islam, alih bahasa Ma’mun Muhammad Murai
(Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006) hlm. 176-185. lihat juga Amir Mu’allim dan Yusdani,
Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Y ogyakarta: UII Press, 2001), him. 64-74.

Proses ijtihad para ulama ( mengenai dalil-dalil syar’i tersebut) sebenarnya terlampau
banyak untuk disebutkan. Bahkan As Shiddigie mengklasifikasikannya kedalam 46 bagian.
Lihat, Teungku Muhammad Asshiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet. 1 edisi kedua,
(Semarang: PT: Pustaka Rizky Putra, 1997), hlm. 175-252

32 Lihat dalam Jaih Mubarok, Metodologi ljtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UIIl
Press, 2002).
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berperan sebagai pendukung saja dalam proses interpretasi al-Qur’an maupun
sunnah (sumber hukum materiil).33

Adapun tujuan pembentukan hukum Islam menurut al-Syatibi adalah
untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.**Kemaslahatan atau
kemanfaatan inilah yang akan mempengaruhi dan menjadi baromer dalam
penetapan hukum Islam. Selanjutnya ia mengklasifikasikannya kepada tiga
bagian yakni:*’

1. Maslahat primer (daruriyyah). sesuatu yang mesti ada dalam
rangka menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Maslahat
pokok ini meliputi lima asas yakni menjaga agama, menjaga
jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

2. Maslahat sekunder (hajiyah). sesuatu yang dibutuhkan untuk
keleluasaan hidup dan meniadakan kesempitan pada
umumnya.

3. Maslahat tertier (fahsiniyyah). mengambil sesuatu yang dapat
memperindah kebiasaan dan menjauhi situasi uyang ternodai
(tercemar) yang dimulai berdasarkan pemikiran yang Kkuat.

Seperti bahasan tentang akhlak.

3 Ibid., him. 98

% Abi Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al-Syatibi al-Maliki, a/-Muwafaqat fi
Ushul al-Ahkam, (t.t: Dar al-Fikr, 1341 H) j. II, hlm. 2

¥ Ibid.
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4. Teori Negara Hukum

Teori mengenai Negara hukum telah dikenal sejak abad V SM dengan
tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Seperti gagasan Aristoteles
tentang konsep pikiran yang adil saja yang bisa memerintah dalam Negara
bukannya manusia, oleh karenanya keadilanlah yang harus memerintah.Dalam
bentuknya keadilan tersebut terjelma menjadi hukum itu sendiri. Dengan
argumen ini, bahkan Aristoteles mensejajarkan antara hukum (keadilan) dan
akal (kecerdasan) dengan para dewa dalam ruang lingkup kedaulatan tertinggi
yang bisa menjadi asas kekuasaan dalam Negara.*®

Namun pada tahap perkembangannya teori ini mengalami
perkembangan pesat di Eropa sejak abad XV dan mencapai puncaknya sekitar
abad XVIII ketika terjadi reformasi dan renaisasance di dataran Eropa. Para
tokoh seperti Hobbes, Spinoza, Jhon Locke, Montesquieu, Rousseau dan kant
merupakan aktor-aktor intelektual khususnya dibidang ilmu politik, hukum
bahkan filsafat pada masa itu. >’

Pada masa abad 19, Immanuel kant dan Stahl merupakan para pelopor
yang meletakkan teori tentang Negara hukum murni (dikenal juga dengan
hukum formal). Menurut aliran ini ada empat prinsip pokok yang menjadi ciri

Negara hukum, antara lain:*®

36 Marbun, Filsafat Politik Aristoteles, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hal. 63-64.
Dikutip ulang oleh Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia, (Yogyakarta: Pilar
Media, 2005), him.47-48

37 Budiyanto, Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU, (Jakarta: ERLANGGA,
1999), hal. 53. Bandingkan, Siti Fatimah, Praktik Judicial..., hlm. 28-40

3 Ibid. Lihat juga. Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi..., him. 26-28
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a. Pengakuan dan Jaminan atas hak-hak asasi manusia

b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-haka asasi manusia

c. Pemerintahan berdasarkan hukum

d. Pengadilan untuk menyelasaikan masalah yang timbul sebagai

akibat pelanggaran hak asasi manusia

Namun pada tahun 1965 (abad 20) International Commusion of Jurist
mengadakan konfrensi di Bangkok yang bertujuan untuk mengkaji ulang
(review) teori tentang negara hukum murni (formal) yang dikenal dengan rule
of law tersebut.

Hasil konfrensi tersebut menegaskan bahwasannya disampng
pengakuan hak-hak politik rakyat seperti yang terdapat dalam teori Negara
hukum murni (formal), juga haruslah adanya pengakuan untuk hak-hak sosial
ekonomi. Yang pada akhirnya konfrensi Bangkok tersebut menghasilkan
rumusan tentang syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis
dibawah rule of law, antara lain:*

a. Perindungan konstitutional

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

c. Pemilihan Umum yang bebas

d. Kebebasan menyatakan pendapat

e. Kebebasan berserikat dan beroposisi

f. Pendidikan Kewarganegaraan

%% Hasil Konfernsi Bangkok ini pada akhirnya dikenal dengan konsep Negara hukum
material. Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi..., hlm. 29-30
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5. Teori Konstitusi

Secara etimologi konstitusi berasal dari bahasa latin yang merupakan
rangkaian dari dua kata, yakni cume yang merupakan sebuah preposisi yang
bermakna “bersama dengan...” dan statuere yang berarti sta (kata kerja) Stare
yang berarti berdiri. Tegasnya arti kata statuere ialah membuat sesuatu agar
berdiri atau mendirikan/ menetapkan.*’

Adapun jika diambil dari bahasa Perancis yaitu constituer yang
bermakna membentuk. Menurut Wirjono, pengambilan dari kata constituer
tersebut istilah konstitusi terderivasi menjadi bermakna pembentukan suatu
Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.”'

Menurut James Bryce yang dikutip ulang oleh C.F. Strong menyatakan
bahwasannya konstitusi diartikan sebagai suatu rumusan kerangka Negara
yang terorganisir dengan dan melalui hukum, yang menetapkan:*?

a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen

b. Fungsi dari alat-alat kelengkapan Negara

c. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Maka dari itu Strong menyimpulkan bahwasannya posisi ataupun

kedudukan konstitusi merupakan upaya pembatasan dalam hal wewenang

“ Dahlan Taib dkk. Teori ..., hlm. 7-8

W Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia, (Jakarta: Dian
Rakyat, 1989), hlm. 10. dikutip ulang oleh Dahlan Taib dkk. Teori ..., hlm. 7

2 C.F. Strong, Modern Political Constitution, (London: Sidgwick & Jackson
Limited, 1966) hlm. 11. Dikutip ulang oleh Dahlan Thaib, Artikulasi..., him. 2
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pemerintah dan penguasa, kemudian mengatur jalannya pemerintahan dan
menjamin hak-hak rakyat.*?

Sedangkan Sri Sumantri mengemukakan bahwa dalam teori-teori
ketatanegaraan, konstitusi setidaknya haruslah terdapat tiga macam materi
muatan pokok yang mendasar, antara lain:**

a. Jaminan hak-hak asasi manusia

b. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar

c. Pembagian dan pembatasan kekuasaan

Dalam Khasanah keilmuan Islam Konstitusi disejajarkan dengan istilah
dustur. Menurut Abdul Wahab Khallaf konstitusi merupakan rumusan kaidah
yang menagatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat
dalam ruang lingkup Negara, baik tertulis maupun tidak. Selanjutnya ia
mengemukakan bahwasannya konstitusi (dustur) ini merupakan jaminan atas
hak-hak asasi manusia yang tidak membedakan agama, status ekonomi
maupun stratifikasi sosial.®®

An-Naim menggolongkan kajian konstitusi kepada bagian diantara
berbagai hukum publik hukum Islam yang sejatinya menurutnya merupakan

produk figh. Oleh karena itu, baginya permasalahan konstitusi sangat

¥ Ibid.

“ Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung, Alumni
Bandung,1979), hlm. 136. Dikutip ulang oleh Dahlan Thaib, Artikulasi Syari'ah Islam Dalam
Konstitusi di Indonesia, makalah Tidak diterbitkan, (Yogyakarta: tp, 2002), hlm.2

4 Dikutip oleh Tim ICCE UIN Jakarta, Demokrasi..., hlm. 90
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memungkinkan untuk direkonstruksi dan menjadi sasaran proyek

pembaharuan hukum Islam.*

6. Pluralisme Hukum

Apeldron berpendapat bahwasannya salah satu tujuan hukum yaitu
untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian diantara
manusia bisa diwujudkan dengan adanya hukum yang mampu melindungi
berbagai kepentingan hukum manusia tertentu, kemerdekaan, kehormatan,
jiwa dan harta bendanya terhadap pihak-pihak yang bisa merugikan.'”

Pluralisme*® hukum secara substantif merupakan sebuah keniscayaan.
Hal ini sejalan dengan perkembangan karakter hukum modern, karena
memang eksistensi modernitas akan selalu dan terus berhubungan dengan
semua dimensi kehidupan begitu juga berdampak pada bidang hukum.

Selanjutnya menurut Ratno (bersandar kepada pendapat Galanter*®)

setidaknya terdapat berbagai ciri karakteristik hukum modern, diantaranya:sn

¢ Penyusun mengacu pada penelaahan Muhyar Fanani yang mengkaji tentang

tawaran an-Naim mengenai nasionalisasi hukum Islam. Lihat dalam, Muhyar Fanani,
Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional
Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 184

“"Dikutip oleh C.S.T. Kansil, Pengantar llmu Hukum..., hlm. 41-42

* Pluralisme secara sederhana dimaksudkan sebagai suatu teori ataupun faham yang
mengatakan bahwasannya realitas terdiri dari banyak substansi. Kamus llmiah Populer,
Achmad Maulana, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hlm. 405

* Marc Galanter, The Modernization of Law, ed. Myron Weiner, The Dynamic of
Growth, (Wasingthon: United State Information Service, 1967), hlm. 168-170. Selanjutnya
lihat dalam, Ratno Lukito, Hukum..., hlm. 21-22

50 Ibid., him. 4-5
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a. Penerapan hukum yang seragam tidak bersifat personal akan tetapi
bersifat teritorial. Misalkan aturan yang sama bisa diterapkan pada
semua umat beragama, suku, kelas, kasta, daerah-daerah lokal dan
jenis kelamin.

b. Hukum yang bersifat transaksional, semisal hak dan kewajiban
yang dibuat secara independen diantara masyarakat dan tidak
berdasarkan pada identitas pribadi atau kelompok yang
disandarkan pada hasil dari determinasi tertentu seperti agama,
jenis kelamin, suku, umur ataupun yang lainnya.

c. Penciptaan hukum yang dapat diterapkan secara umum dan
penerapannya bersifat™ bisa direproduksi dan dipraktikan”. Oleh
karena itu hukum modern bersifat unik tapi homogen dan juga
beragam dalam penerapannya.

Dengan demikian, masih menurut Ratno, mengacu pada pendapat
Woodman bahwasannya pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai
“kondisi dimana penduduk melihat adanya lebih dari satu sistem hukum.”’
Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat tiga sistem hukum yang dikenal
dikalangan masyarakat yakni, hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat.

Selanjutnya pendekatan studi tentang pluralisme hukum disuatu
Negara masih menurut Ratno secara garis besarnya bisa dikelompokkan
kepada dua pendekatan yaitu pendekatan tradisional (konvensional) yang

analisisnya lebih menekankankan pada peran dominan Negara dalam

5! Ibid., hlm. 9
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memanifestasikan bentuk pluralisme dan yang kedua pendekatan modern yang
locusnya lebih kepada penelaahan interaksi diantara berbagai hukum sebagai
dampak dari pluralitas yang sangat beragam.*?

Griffith membagi pluralisme hukum kedalam dua bentuk, yaitu
pluralisme hukum yang kuat (strong legal pluralism) dan pluralisme hukum
yang lemah (weak legal pluralism). Pluralisme hukum yang kuat adalah
pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang
terdapat di semua (kelompok) masyarakat. Semua sistem yang ada dipandang
sama kedudukan, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem yang satu
lebih tinggi dari yang lain.>®

Sementara itu pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism)
adalah bentuk lain dari sentralisme hukum karena meskipun mengakui adanya
pluralisme hukum, tetapi hukum Negara tetap dipandang sebagai superior,
sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah Hukum

Negara. Contoh yang memperlihatkan pluralisme hukum yang lemah (weak

legal pluralism) adalah konsep pluralisme hukum dalam konteks interaksi

52 Ibid. him. 19 Dalam bukunya tersebut Ratno menawarkan pendekatan teoritis
dalam studi pluralisme hukum dengan usalan Chiba yang mengembangkan teori pluuralisme
hukum dengan melihat dari pemahaman bahwasannya hukum merupakan sebuah konstruksi
budaya. Tegasnya sebuah sistem hukum disuatu Negara pada dasarnya merupakan produk
saling interaksi antara budaya asli dan hukum asing sersata nilai-nilai normatif yang diterima
selama berabad-abad. Ibid., him. 12

% Dikutip ulang oleh, I Nyoman Nurjaya, Perkembangan Pemikiran konsep
Pluralisme Hukum, Makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Internasional tentang
Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah:
“Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban”, 11 — 13 Oktober 2004, Hotel Santika, Jakarta
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sistem hukum pemerintah kolonial dengan sistem hukum rakyat (folk law) dan

hukum agama (religious law) yang berlangsung di negara-negara jajahan. ¥

F. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan data yang jelas, terukur dan verikatif digunakan
klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Kajian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research), yang
mana lebih mengutamakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya.”
disamping itu juga penelitian ini juga termasuk historis faktual dengan
pandangan salah satu bagian obyek penelitian skripsi ini mengkaji sejarah
perumusan konstitusi dan landasan pemikiran para perumusnya.”®

2. Sifat Penelitian.

Studi yang merupakan penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptif-
analisis dan komparatif. Yang dimaksud dengan deskriptif yaitu
menggambarkan karakteristik dan fenomena yang terdapat dalam masyarakat
atau literatur. Adapun analisis disini adalah analisis dalam pengertian historis,

yakni meneliti akar sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya konstitusi

54 Ibid.

% H. A. Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991),
him. 34.

56 Winarno Surakhmas, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsiti, 1995), him. 42. Anton Baker, Metode-metode Filasafat, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986), hlm. 36
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Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan komparatif berarti
membandingkan antara perspektih hukum positif dan hukum Islam.

3. Tehnik Pengumpulan Data.
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua macam yaitu: data
primer dan data sekunder. Buku disekitar Hukum tata Negara, konstitusi dan
Undang-Undang Dasar 1945, maupun buku, artikel dan kumpulan tulisan
yang dibukukan disekitar Hukum dianggap sebagai data primer. Sedangkan

literatur-literatur yang lainnya dijadikan sebagai sumber data sekunder.

4. Pendekatan.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
sosio-historis, dengan mengetahui sesuatu yang dihasilkan dari interaksi sosial
dan lingkungannya. Selanjutnya menggunakan pendekatan normatif dengan
menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum yang berlaku di
Indonesia sebagai upaya penegasan.

5. Analisa Data

Penyusun akan menganalisis dengan metode kualitatif analisa deduksi
dan komparasi®’’ Dalam hal ini analisa konstitusi sebagai dasar hukum

nasional = tinjauan aspek pluralisme hukum. Sementara komparasi

57 Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta:Andi Offset, 1989), him. 42. Di
samping itu penelitian ini berupa telaah pustaka maka metode yang dipakai adalah deduksi
sebab metode ini memang tidak menuntut penelitiaan lapangan. Baca, Soenjoto, Peneliti dan
Peteliti, (Yogyakarta: Ranggon Studi, 1983), him. 8.
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dimaksudkan untuk membandingkan kajian masalah tersebut antara perspektif

hukum Tata Negara dan hukum Islam.”®

G. Sistematika Pembahasan.

penyusun membagi kedalam lima sub-bab. Bab pertama memuat
pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan yang
terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang gambaran umum mengenai konstitusi dengan
diawali penjelasan sekilas tentang asas-asas hukum Tata Negara Indonesia
yang meliputi pengertian, sumber-sumber hukum dan ruang lingkup
kajiannya. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan kedudukan konstitusi
sebagai unsur pokok hukum tata Negara. Selanjutnya juga membahas tentang
gambaran singkat dengan penelaahan terhadap asas-asas hukum Islam yang
meliputi definisi, sumber-sumber hukum dan ruang lingkup kajiannya. Hal ini
untuk membatasi dan memberikan penegasan posisi hukum Islam yang
dimaksud didalam skripsi ini dan menelusuri bahsan konstitusi dalam hukum
Islam.

Kemudian bab ini ditutup dengan bahasan konstitusi yang mencakup
konsep dasar konstitusi yang meliputi geneologi konstitusi dalam Negara,

tipologi konstitusi, mengenai kedudukan dan fungsi konstitusi dan terakhir

%% Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat,
(Yogyakarta: Kanisius, 1999), him. 51.
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mengurai sekilas tentang ideologi pancasila yang memang berkitan erat
dengan kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai dasar Negara.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar
1945 diawali dengan mengurai tentang sejarah perumusan Undang-Undang
Dasar 1945 dengan melacak asal usul secara geneologis historis. Dilanjutkan
pada kajian mengenai Undang-Undang Dasar 1945 disertai bebagai konsep
maupun teori tentang pluralisme hukum dan terakhir pandangan para tokoh
perumus UUD 45 mengenai pluralisme hukum di Indonesia.

Kemudian bab keempat membahas konstitusi sebagai dasar hukum
Nasional ditinjau melalui aspek pluralisme hukum menurut hukum tata
Negara Indonesia dan hukum Islam dengan mengkaji falsafah Negara, prinsip
demokrasi, Negara hukum, kedaulatan rakyat dan terakhir mengenai hak asasi
manusia. Dilanjutkan dengan analisa perbandingan antara hukum tata Negara
dan hukum Islam menyangkut persamaan, perbedaan antara ke[;duanya.
Analisis ini diharapkan dapat mengantarkan pada kesimpulan yang akan
menjadi penutup skripsi ini.

Terakhir bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan
dan saran-saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban rumusan masalah dan
dimaksudkan untuk memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya. Sedangkan saran-saran ditujukan bagi para penyusun
atau peneliti yang akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan

variabel skripsi ini lebih lanjut.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Konfigurasi Undang-Undang sebagai dsaar hukum Negara ditinjau
melalui perspektif pluralisme hukum bisa ilihat dari muatan pokok-pokok
pikiran Undang-Undang dasar 1945 yang senyatanya telah memperkokoh
perlindungan dan pengayoman muatan konstitusi kepada eksistensi pluralisme
hukum di Indonesia. Adapun pluralisme hukum yang terdapat di Indoneisa
menganut pluralisme hukum lemah (weak legal pluralism). Setidaknya hal ini
bisa dibuktikan dengan adanya pluralisme hukum perdata di Indonesia.

Adapun dalam perspektif hukum Islam, konfigurasi Undang-Undang
Dasar 1945 sebagi sebuah konsep yang lahir kemudian, tegsnya dipandang
sebagai suatu produk hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam al-
Qur’an dan Sunnah (profan) bisa difahami sebagai suatu produk ijtihad yang
dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia dalam usaha penetapan hukum yang
berperadaban dan humanis selama tidak keluar dari ruang lingkup batas-batas
hukum Allah yang tidak bisa diganggu gugat (gat’i) seperti masalah Ibadah
(sakral).

Landasan yuridis (materiil) yang mengeaskan pluralisme hukum dalam
Islam bisa dilihat dari diantara sekian banyak meode dalam penetapan (istinbat)

hukum Islam sepeti ‘urf istishab, istihsan, maslahah mursalah dan lain
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sebagainya. Hal ini bisa dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hirarki

dalil syara’ yang diatasnya (al-Qur’an dan Sunnah) dan merupakan bagian yang
termsuk kepada hukum firu ' (ijtihad).

1. Persamaan

karakteristik konstitusi seperti yang telah diuraikan pada bab

terdahulu sudah barang tentu akan terdapat kekhasan mengenai bagaimana

para anggota (rakyat) dari suatu bangsa menentukan sebuah metode ataupun

cara untuk berhubungan antar anggota suatu bangsa tersebut (the way people

behave toward each other). Cara membangun hubungan antar anggota suatu

bangsa tersebut akan menentukan bagaimana hukum diciptakan ataupun

dijalankan.' IHal ini selaras dengan hukum Islam seperti yang terdapat dalam

salah satu ga ‘idah fighiyah yang berbunyi:2
Lo Janll aas A5 el Jlastio

Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945, jika dilhat dari sudut
pandang nilai dan etikanya, pokok-pokok fiikiran maupun muatannya sejalan
dengan muatan yang terdapat pada Piagam (konstitusi) Madinah yang juga
mampu memformulasikan dasar-dasar masyarakat partisipatif dan egaliter,
dengan ciri utamanya yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa

diskriminasi baik Muslim, Yahudi maupun Nasrani.

! Satjipto Raharjo, Hukum dalam Jagat Ketertiban, (Jakarta; UKI Press, 2006), hlm.
124-125

? Kamal Muchtar, dkk., Ushul Figh Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf , 1995),
hlm. 214
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2. Perbedaan

Undang-Undang Dasar sebagai suatu hukum yang mengatur
eksistensi bangsa dan Negara tidak akan terlepas dari “the state of the art”
hukum modern yang salah satu karektristiknya yaitu Undang_undang
merupakan produk legislatif. Tegasnya Undang-Undang Dasr 1945 sebagai
hasil karya manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Oleh kareana itu
bersifat dinamis dan tidak abadi.

Berbeda halnya dengan hukum Islam yang mengacu pada derivasi
dari ajaran Islam itu sendiri yang bersifat teolgis tegasnya tidak hanya seabagi
social control dan social engineering an sich. Lebih dari itu hukum Islam
dimaknai sebgai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang Pencipta dan
tidak berupaya untuk mengingkarinya. Oleh karenanya, secara teologis, setiap
muslim diperintahkan untuk tidak mengambil dari luar Islam jawaban
terhadap segala permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya.

Selanjutnya, konsep pluralisme hukum dalam pandangan Islam
bukan dilhat dari kewarganegaraannya akan tetapi dilihat dari muslim atau
tidaknya seseorang. Jika seorang warga Negara tersebut seoarang muslim
(ummah) maka dalam ranah hukum pokok (ushul) seperti akidah dan Ibadah
tidak boleh melenceng dari ajaran Islam, terkeculai permasalahan furu’
(cabang) yang memang termasuk dalam ranah ijtihadi’. Hal ini berbeda
denagan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan hak warga Negara

tanpa memandang ras, golongan, perbedaan Agama dan lain sebagainya.
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B. Saran-Saran

1.

Dinamika kajian mengenai nation-state dengan berbagai variantnya
semisal konstitusionalisme mengalami kemajuan yang sangat signifikan
seiring berkembangnya pel:adaban dan evolusi pemikiran manusia.
Demikian juga dengan wacana pluralisme hukum yang menjadi kajian up
to date dikalangan para pakar hukum sedunia. Hal ini sudah sewajarnya
ada guna sebagai uapaya pencarian jawaban solutif yang dilakukan terus
menerus sepanjang jaman untuk selalu bisa menjawab kebutuhan praktikal
mengenai keadilan dan hak sasi umat manusia. Untuk menindak lanjuti hal
tersebut, sudah selayaknya minimal dalam wacana akademik berbagai
penelitian sudah semestinya digalakan dan yang bisa berorientasi terutama
pada ranah penelitian perbandingan hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menghadapi berbagai kendala
seperti begitu sukarnya mendapatkan referensi-referensi khusunya yang
bertemakan kajian pluralisme hukum. Oleh karena itu, dengan segenap
kerendahan hati penyusun mengusulkan kepada pihak Universitas untuk
bisa mengupayakan ataupun menambah berbagai referensi dalam kajian
ilmu hukm khusunya mengenai pluralisme hukum, seperti buku Sosiologi
Hukum, Antropologi Hukum, Filsafat Hukum dan lain sebagainya. Hal ini
tentu akan sangat membantu para civitas akdemika dalam mengikuti

perkembangan wacana khususnya wacana akademis diseputar wilayah

ilmu hukum.
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